
LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
NOMOR ; 7 TAHUN : 1978 SERI B NO. 7

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

Nomor : 16 Tahun 1977

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KAU PERATURAN DAE­

RAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1967 

TENTANG USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN BURUH 

YANG DIUSAHAKAN OLEH PENGUSAHA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi 
yang nyata dan bertanggung jawab, perlu 
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LEMBARAN DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH 

NOMOR:7 TAHUN: 1978 SERIB NO. 7 

PERAnJRAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINOKAT I 
JAWA TENOAH 

No.or : 1, Tuu 1977 

TBNTANO 

PERUBAHAN UNTU1t PERTAMA KALI PBRATURAN DAE­
RAH PROPINSI JAWA TENGAB NOMOR 10 TABIJN 1H7 

TENTANG USAJIA .. USAHA KESEJABTEllAAN BURUR 
YANG DWSABAKAN OLEB PENGUSAHA. 

DENOAN RAKHMAT TUHAN YANO MAHA BSA 

OUBERNUR KEPALA DAERAH TINOKA T I 

JAWA TENOAH 

Menimbang : a. bahwa dalam rangta mewujudbn otonomi 
yang nyata clan bertanggung jawab, perlu 
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meningkatkan usaha-usaha dan kegiatan ke- 
arah perbaikan kesejahteraan buruh di Pro­
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah secara 
terarah;

b. bahwa usaha-usaha untuk mengadakan per­
baikan kesejahteraan buruh tersebut pada 
dewasa ini belum dimungkinkan seluruh 
pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah 
Daerah sehingga perlu adanya pertisipasi ak- 
tip dari para pengusaha;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipan­
dang perlu mengubah pasal 5 Peraturan Da­
erah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 
1967.

Menglngat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ten­
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 ten­
tang pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1958 
tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan 
Kewajiban mengenai urusan-urusan kesejah­
teraan buruh, kesejahteraan penganggur dan 
pemberian kerja kepada penganggur kepada 
Daerah;
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meningtatkan usaha-usaha clan t'egiatan ke,­
anh perbaitan ketejahtenan buruh di Pro­
pinsi Daerah Tingtat I Jawa Tenph teeara 
tenrah; 

b. bahwa usaha-usaha untut mengadakan per­
baitan kesejahtenan buruh tenebut pada 
dewua ini belum dimungldnkan seluruh 
pembiayaannya ditangung olch Pemerintah 
Daerah sehingga perlu adanya pertisipasi at­
tip dari para pengusaha; 

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipan­
dang perlu mengubah pasal S Peraturan Da­
erah Propinsi J awa Tengah Nomor 10 Tahun 
1967. . 

1, Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ten­
tang Pokok-pokot Pemerintahan di Daerah; 

. 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 ten­
tang pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-undang Nomor 12 Ort tahun 1957 
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1958 
tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan 
Kewajiban mengenai urusan-urusan kesejah­
teraan buruh, kesejahteraan penganggur dan 
pemberian kerja kepada penganggur kepada 
Daerah; 
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5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Te­
ngah Nomor 10 Tahun 1967 (Lembaran Da­
erah Jawa Tengah Seri A Tahun 1968 No­
mor 3) tentang Usaha-usaha kesejahteraan 
Buruh yang diusahakan oleh Pengusaha.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro­
pinsi Daerah Tingkat T Jawa Tengah ;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAE­
RAH TINGKAT I JAWA TENGAH TEN­
TANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA 
KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI 
JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1967 
TENTANG USAHA-USAHA KESEJAHTE­
RAAN BURUH YANG DIUSAHAKAN O- 
LEH PENGUSAHA.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 
1967 tentang usaha-usaha kesejahteraan Buruh yang diusahakan 
oleh Pengusaha yang ditetapkan pada tanggal 2 Nopember 1968 
dan dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Seri 
A Tahun 1968 Nomor 3 diubah sebagai berikut:

Dalam BAB IV Pasal 5 dibaca sebagai berikut:

127

- 3 -

S. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Te­
ngah Nomor 10 Tahun 1967 (Lembaran Da­
enh Jawa Tengah Seri A Tahun 1968 No­
mor 3) tentang Usaha-usaha tesejahtenan 
Buruh yang diusahatan oleh Pengusaha. 

Dengan penetujuan Dewan Perwatilan Rakyat Daenh Pro­
pinsi Daenh Tingkat I Jawa Tengah ; 

Meaetapba: 

MEMUTUSJCAN : 

PBRATURAN DABRAH PROPINSI DAB­
RAH TINOKAT I JAWA TBNOAH TBN­
TANO PBRUBAHAN UNTUK PBRTAMA 
KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI 
JAWA TBNOAH NOMOR 10 TAHUN 1967 
TBNTANG USAHA-USAHA KBSBJAHTB­
RAAN BURUH YANO DIUSAHAKAN O­
LBH PBNGUSAHA. 

Paall 

Pentun1t Daerah Propinsi Jawa Tenph Nomor 10 Tahun 
1967 tentang usaha-usaha kesejahteraan Buruh yang diusahatan 
oleh .Pengusaha yang ditetapbn pada tangpl 2 Nopember 1~ 
clan dimuat dalam Lembann Daenh Propinsl Jawa Tengah Seri 
A Tahun 1968 Nomor 3 diubah tebapi beritut: 

Dalam BAB IV Pasal S dibaca sebagai benltut : 
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Pasal 5

(1) Terhadap usaha-usaha kesejahteraan Buruh tersebut Pa­
sal 3 yang akan atau telah diselenggarakan oleh pengusaha/Organi- 
sasi Pengusaha dan/atau Badan lain yang dibentuk khusus untuk 
keperluan itu, sebagaimana di maksud Pasal 4 ayat (1) diwajibkan 
melaporkannya secara tertulis kepada Dinas Perburuhan Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan tembusan Kantor Cabang 
Dinas Perburuhan Daerah Tingkat II setempat.

(2) Laporan tersebut ayat (1) Pasal ini menggunakan blaco 
formulir wajib lapor usaha kesejahteraan buruh yang ditetapkan 
dan disediakan oleh Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah.

(3) Permintaan blaco formulir wajib lapor tersebut ayat (2) 
Pasal ini disertai dengan penggantian biaya ongkos cetak dan 
ongkos administrasi :

a. Bagi Pengusaha Besar sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

b. Bagi Pengusaha Sedang sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima 
ratus rupiah);

c. Bagi Pengusaha Kecil sebesar Rp. 250,- ( Dua ratus lim apuluh 
rupiah).

(4) Semua hasil penggantian ongkos cetak dan administrasi 
tersebut ayat (3) pasal ini disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah.

(5) Perincian pemasukan penggantian biaya ongkos cetak 
dan administrasi tersebut ayat ( 4 ) Pasal ini diatur sebagai 
berikut :

a. 65 % untuk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
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(1) Terhadap 111&ha-usaha tesejahteraan Buruh tersebut Pa­
sal 3 yang akan atau telah diselenggarabn olch pengusaha/Organi­
sasi Pengusaha dan/atau Badan lain yang dibentuk thusus untuk 
teperluan itu, sebagaimana di malt.sud Pasal 4 ayat (1) diwajibkan 
melaporkannya aecara tertulis tepada Dinas Pcrburuhan Propinsi 
Dacrah Tingkat I Jawa Tcngah dengan tembusan Kantor Cabang 
Dinas Perburuhan Daerah Tingkat II setempat. 

(2) Laporan tcrsebut ayat (1) P.asal ini menggunakan blaco 
formulir wajib lapor usaha kescjahteraan buruh yang ditetapkan 
dan disediakan oleh Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah. 

(3) Pennintaan blaco fonnulir wajib lapor tersebut ayat (2) 
Pasal ini disertai dengan pcnggantian biaya ongkos cetak dan 
ongtos aclministrasi : 

. 
a. Bagi Pengusaha Besar sebeaar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah); 

b. Bagi Pengusaha Sedang scbesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Hrna 
ratus rupiah); 

c. Bagi Pengusaha Kecil sebesar Rp. 250,· ( Dua ratus lim apuluh 
rupiah). 

(4) Semua basil pengantian ongtos cetat clan administrasi 
tenebut ayat (3) pasal ini diaetor te Kai Daerah Propinsi Daerah 
Tingbt I Jawa Tenph. 

(S) Perindan pemuutan pengpntian biaya ongtos cetat 
clan aclministrui tenebut ayat ( 4 ) Pual ini diatur scbapi 
beritut: 

a. 65 9' untuk Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tenph; 
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b. 25 % untuk Pemerintah Daerah Tingkat n setempat;

c. 10 % untuk biaya intensifikasi dan pengawasan yang 
‘pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Perburuhan 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal n

Peraturan 
diundangkan.

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

Semarang, 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah 

Ketua

Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I

Jawa Tengah

WIDARTO SUPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah No. 7 tanggal 30 Desember tahun 1978 
Seri B Nomor 7.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah,

Yang menjalankan tugas,

SOEPARNO 

Ass. II Sekwilda.

129

- s -
b. 2S 9' untuk Pemerintah Daerah Tingkat n setempat; 

c. 10 9' untuk biaya intensifikasi dan pengawasan yang 
pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Perbunahan 
Propinsi Daerah Tingkat I Sawa Tengah. 

PaNIB 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Dewan PerwakU. Rakyat Durah 
Propinli Daenh Tingtat I 

JawaTcnpll 
Ketua 

WIDARTO 

Semarang, 7 Detember 1977 

Oubemur Kepala Daorah 
Tingtat I 

JawaTenph 

SUPARDJO 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah No. 7 tanggal 30 Detember tahun 1978 
Seri B Nomor 7. 

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I 
Sawa Tengah, 

Yang menjalankan tugas, 

SOEPARNO 

Ass. n Setwilda. 

129 



-6-

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

Nomor : 16 tahan 1977

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KAU PERATURAN DAE­

RAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1967 

TENTANG USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN BURUH 

YANG DIUSAHAKAN OLEH PENGUSAHA.

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud memberi lan- 
dasan hukum bagi perangkat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah, dalam hal ini Dinas Perburuhan Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah, dalam melaksanakan penerbitan para pe­
ngusaha, khususnya yang menyangkut kewajiban lapor dari pengu­
saha mengenai usaha-usaha kesejahteraan buruh yang akan dan/ 
atau yang telah diselenggarakan.

Penerbitan tersebut di atas dilakukan dengan cara bahwa 
setiap Pengusaha diwajibkan memberikan laporannya secara tertu­
lis mengenai usaha-usaha kesejahteraan buruh di dalam perusaha­
annya, dnegan menggunakan blaco/formulir yang telah ditetapkan 
dan disediakan oleh Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah.
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PBNJBLASAN 

PBRATURAN DABRAH PROPINSI DABRAH TINOKAT I 
JAWA TBNGAH 

Nomor : 1' tuaa 1'77 

TENTANG 

PBRUBAHAN UNTUIC PERTAMA KALI PERATURAN DAE­

RAB PR.OPINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TA.HUN 196'7 

TENTANG USAIIA-USAHA ICESEJ.ABTERAAN BURUH 
YANG DIUSAIIAICAN OLEB PENGUSAIIA. 

I. PENJELASAN UMUM : 

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud memberi lan­
dasan hukum bagi perangkat Pemerintah Propinsi Daerah Tingltat 
l Jawa Tengah, dalam hal ini Dinas Perburuhan Propinsi Daenh 
Tingkat I Jawa Tengah, dalam melaksanakan penerbitan pan pc­
ngusaha, lthususnya yang menyangkut kewajiban lapor dari pengu­
saha mengenai usaha-usaha kesejahteraan buruh yang akan dan/ 
atau yang telah diselenggarakan. 

Penerbitan tersebut di atas dilaltukan dengan cara bahwa 
setiap Pengusaha diwajibkan memberikan laporannya secara tertu­
lis mengenai usaha-usaha kesejahteraan buruh di dalam perusaha­
annya, dnegan menggunakan blaco/formulir yang telah ditetapkan 
dan disediaJc.an oleh Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa. Tengah. 
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Kewajiban lapor tersebut dilaksanakan tiap-tiap satu tahun 
sekali bagi peirusahaan yang bersifat tetap, sedangkan bagi pe­
rusahaan yang bersifat musiman dilakukan satu kali tiap-tiap 
musim.

Atas penggunaan blaco formulir tersebut di atas, kepada pe­
ngusaha diwajibkan mengganti ongkos cetak dan ongkos adminis­
trasi.

n. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 5 ayat (1)

ayat (2) :

ayat (3) :

Cukup jelas.

Cukup jelas.

a. yang di maksud dengan Pengusaha Besar, 
ialah perusahaan yang mempunyai buruh 
100 orang lebih atau mempunyai buruh 
50 orang lebih, dengan menggunakan 
tenaga mesin;

b. Yang di maksud dengan Pengusaha Se­
dang, ialah perusahaan yang mempunyai 
buruh 10 s/d 99 orang atau mempunyai 
buruh 5 s/d 49 orang dengan mengguna­
kan tenaga mesin;

c. yang di maksud dengan Pengusaha Kecil, 
ialah perusahaan yang mempunyai butuh 
1 s/d 9 orang atau mempunyai buruh 1 
s/d 4 orang dengan menggunakan tenaga 
mesin.

ayat (4) Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.
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Kewajiban lap« --,but cHlatsanatan tia~tiap satu tahun 
setali bagi perusahaan yang benifat tetap, sedangtan bagi pe­
rusahaan yang henifat m111.iman dilatutan utu tali tiap-tiap 
muim. 

Atas penggunaan blaco formulir tenebut di atas, tepada pe­
ngusaha diwajibkan mengganti ongtos cetat dan ongtos admini~ 
trasi. 

D. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : 

Paul S ayat (1) 

ayat (2) 

ayat (3) 

ayat (4) 

ayat (5) 

Cutup jelas. 

Cutup jelas. 

a. yang cH matsud denpn Pengusaha Besar, 
ialah perusahaan yang mempunyai buruh 
100 onng lebih atau mempunyai buruh 
50 onng lebih, denpn menggunakan 
tenaga mesin; 

b. Yang di matsud denpn Pengusaha Se­
dang, ialah peruuhaan yang mempunyai 
buruh 10 1/d 99 onng atau mempunyai 
buruh S 1/d 49 onng denpn mengguna­
tan tenaga mesin; 

c. yang di matsud dengan Pengusaha Kecil, 
ialah perusahaan yang mempunyai butuh 
1 sld 9 onng atau mempunyai bunah 1 
sld 4 onna denpn menggunatan tenaga 
mesin. 

Cutup jelas. 

Cutup jelas. 
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